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BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR ¢ TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS
MASYARAKAT DI KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa petunjuk pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada
Pemerintah Desa untuk Program Penyediaan Air Minum dan
Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Tegal telah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun
2020;

b. bahwa agar pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan
Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, lebih efisien,
efektif dan dapat berdaya guna dan berhasil guna serta tepat
sasaran maka perlu mengubah Peraturan Bupati Tegal Nomor
8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan
Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
Kabupaten Tegal Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8
Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan
Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

Kabupaten Tegal;




Mengingat

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950,
Nomor 42};

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya

Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4377);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038};

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia,

Nomor 12);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,Tambahan

Lembaran Negara Negara Nomor 5059 ) ;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601};




9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490),

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum

dan Penyediaan Air Minum,;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007
tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan

Air Minum;



Menetapkan :

16.

17

18.

19.

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007
tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13
Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015, Nomor
4);

. Peraturan Bupati Tegal Nomor 68 Tahun 2014 tentang

Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita

Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 68) ;

Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2015 Nomor 33);

Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
Untuk Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis
Masyarakat Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2020, Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH
DESA UNTUK PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI
BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN TEGAL.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Tegal (Berita

Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 8) diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut :

(1)

Pasal 7

Tim koordinasi tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf

a adalah Distric Project Manajemen Unit (DPMU) yang terdiri atas :

a. Penanggungjawab adalah Kepala Dinas Perkimtaru Kabupaten Tegal;



b. Ketua adalah Kepala Bidang Tata Perumahan dan Permukiman pada Dinas
Perkimtaru Kabupaten Tegal;
c. Sekretaris adalah Kepala Seksi Perumahan dan Permukiman pada Dinas
Perkimtaru Kabupaten Tegal;
d. Anggota terdiri atas :
1. Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD Kabupaten Tegal;
2. Kepala Bidang Ekonomi Pembangunan Infrastruktur pada Bappeda dan
Litbang Kabupaten Tegal;
3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Tegal,
4. Kepala Bidang Kemasyarakatan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Tegal;
5. Kasubag Perencanaan dan Pengawasan pada Perumda Tirta Ayu Kabupaten
Tegal;
6. 3 (tiga) orang staf pada Bidang Tata Perumahan dan Permukiman Dinas
Perkimtaru Kabupaten Tegal.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 17 Maret 202l

BJ

PATI TEGAL,

+ UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 7 Ma ret 207\
SEKRETARIS DA

H KABUPATEN TEGAL,

WIDODO JOKO MULYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021 NOMOR %




